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ABSTRAK

Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan disiplin kerja pegawai negeri Sipil pada
badan®lingkungan hidup daerah provinsi kalimantan barat masih cukup rendah.
Faktor-faktor=yang cukup mempengaruhi disiplin kerja pegawa negeri sipil antara
lain pemberian kompensasi, keteladanan pimpinan dan atasan lanagsung, sikap
pimpinan -dan atasan langsung delam mengambil' tindakan, dan pengawasan serta
perhatian pimpinan dan atasan langsung.

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu
pimpinan-dan atasan langsung terus-menerus memberikan pengertian kepada pegawai
bahwa disiplin adalah kewajiban pegawal negeri: sipil, pimpinan dan atasan langsung
dapat memberikan teladan yang baik, terus mengawasi bawahan dan bersikap tegas.

Kata-kata kunci : disiplin, kompensasi, ketel adanan, pengawasan, ketegasan.
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ABSTRACT

The result of this research is for the whole, the work discipline of Public Servant on
Provincial Environment Agency in West Borneo is quite low. The factors that affect
the discipline of Civil Servants therefore compensation, exemplar leadership and
direct supervisor, the attitude of the leadership and direct supervisor in taking action
and leadership and direct supervisor attention and immediate.

Based on the purpose and the result of this«esearch, the advice is for the leader and
direct supervisor to keep give understanding to=Civil Servant that discipline is a
obligations of Civil Servant; the leader and direct supervisor can provide a good
example, continues to.eversee the employees and be assertive:

Keywords : discipline, compensation, example, supervision, assertiveness
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A. PENDAHULUAN
1. LATAR
PENELITIAN
Pegawai Negeri Sipil bukan sga
unsur aparat negara tetapi juga
merupakan abdi negara dan abdi
masyarakat yang selalu hidup ditengah
masyarakat dan  bekerja  untuk
kepentingan masyarakat, oleh karena
itu dalam pelaksanaan pembinaan
pegawai negeri bukan saja di lihat dan
diperlakukan sebagai aparatur negara,
tetapi juga di lihat dan_diperlakukan
sebagai warga negara:. Ha ini
mengandung pengextian, bahwa.dalam
melaksanakan pembinaan hendaknya
sgjauh  mungkin diusahakan adanya
keserasian antara kepentingan dinas
dan Kkepentingan pegawa negeri
sebagai perorangan, dengan ketentuan
bahwa apabila ada perbedaan antara
kepentingan dinas dan kepentingan
pegawal ‘negeri sebagal perorangan,
maka kepentingan dinaslah yang harus
di utamakan.

Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provins Kalimantan Barat
sebagal sdah  satu lembaga
pemerintah, maka kedisiplinan
pegawa |, sangat penting - untuk
menciptakan pemerintahyang bersih
dan berwibawaBadan I'_Lingkungan
Hidup Daerah mempunyai = tugas
mel aksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan=daerah yang
bersifat spesifik di bidang lingkungan
hidup daerah, melaksanakan tugas
dekonsentrasi dan tugas lainnya yang
diserahkan oleh Gubernur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Bertitik tolak dari tugas
pokok dan fungs dari Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

BELAKANG
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Kalimantan Barat di atas, maka untuk
mewujudkan aparatur Pemerintahan
yang bersh dan  berwibawa,
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
merupakan salah satu faktor yang
sangat menentukan, Pegawai Negeri
Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi
negara dan abdi masyarakat harus bisa
menjadi  suri  tauladan terhadap
masyarakat  secara  keseluruhan,
sehingga masyarakat dapat percaya
terhadap peran Pegawai Negeri Sipil.
Dalam meningkatkan
kedisiplinan ;Pegawai Negeri Sipil,
pemerintah telah memberikan suatu
kebijaksanaan dengan di keluarkannya
Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
yaitu tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagai aparet
pemerintah  dan abdir” masyarakat
diharapkan seldu dagp  sedia
menjalankan tugas yang telah menjadi
tanggung jawabnya dengan baik, akan
tetapi sering terjadi di dalam suatu
Instanss  pemerintah  pegawanya
mel akukan pelanggaran disiplin seperti
datang terlambat, pulang sebelum
waktunya dan penyimpangan-
penyimpangan lainnya yang
menimbulkan  kurang  efektifnya
pegawai.yang bersangkutan:
Berdasarkan hasili pre survey,
penulis menemukan fenomena bahwa
dalam disiplin kerja,Pegawa Negeri
Sipil pada.Badan Lingkungan Hidup
Provinss Kalimantan Barat belum
berjalan sesuai  peraturan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Catatan yang diperoleh
dari pihak Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provins Kaimantan Barat
menunjukkan cukup tingginya tingkat
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pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil, seperti
terlambat  masuk kantor, pulang
mendahului dan tidak masuk kantor
tanpa keterangan. Data rekapitulas
daftar hadir periode Desember 2013
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kaimantan Barat dapat
dilihat pada lampiran tabel 1, dan jika
dipresentasikan maka ditemukan fakta
bahwa seluruh pegawai atau 100%
pegawai pernah terlambat tiba di
kantor, 93,5% pegawai pernah pulang
mendahului .dan 4,8%, pegawa tanpa
keterangan dengan-sfrekuens jumlah
hari yang berbeda-beda ~ setiap
pegawainya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi
daftar hadir Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Kalimantan Barat: dari
bulan #Januari sampai  dengan
Desember 2013, Badan Kepegawaian
Daerah Provins Kalimantan Barat
memberikan nota dinas  yang
mengemukakan bahwa tiga nama yang
tercantum dalam surat lampiran
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Proving Kalimantan Barat _ telah
melakukan  pelanggaran = disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang
dikategorikan pelanggaran- -disiplin
berat, yaitu ‘satu orang golongan_II1b
dengan jumlah hari tidak masuk kerja
tanpa keterangan berjumlah 33 hari,
satu orang golongan—-llc.. dengan
dengan jumlah hari tidak masuk kerja
tanpa keterangan berjumlah 52 hari,
satu orang golongan Ila dengan jumlah
hari tidak masuk kerja tanpa
keterangan berjumlah 35 hari.

Badan Lingkungan  Hidup
Daerah Provins Kalimantan Barat
sebelumnya tidak pernah
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melaksanakan apel pagi  sesuai
Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun
2003 tentang Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
hal ini menunjukkan bahwa kurangnya
keteladanan pimpinan dalam
membimbing pegawai untuk mentaati
peraturan disiplin  kerja Pegawai
Negeri=Sipil. Setelah mendapatkan
surat  dari=, Sekretariat  Daerah
Kalimantan Baat daam  ha
pelaksanaan  Apd Harian  di
lingkungan . Pemerintah, Provins
Kalimantan Barat, barulah Badan
Lingkungan Hidup! Daerah Provinsi
Kalimantan Barat melaksanakan “apel
pagi mulai pada tangga 2 Januari
2014, namun demikian masih banyak
Pegawai Negeri Sipil™yang tidek
mengikuti apel pagi. Data absens
manual apel pagi Badan .Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dapat dilihat pada lampiran tabel
12. Bedasarkan data rekapitulasi
daftar hadir apel pagi periode Januari
2014 Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Kalimantan Barat jika
dipresentasikan maka jumlah jpegawai
yang-- tanpa keterangan Sebanyak
69,3%.

Berdasarkan pasal’ 31 ayat 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
53 Tahun 2010 .bahwa waktu
penggunaan.—-pakaian  dinas  di
lingkungan  Pemerintah  Provins
ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan
pengamatan peneliti pada saat pendliti
melaksanakan Praktek Pengalaman
Kerja di Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provins Kalimantan Barat,
terdapat beberapa Pegawa Negeri
Sipil yang tidak menggunakan batik
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pada hari kamis dan jum’at, tetapi
menggunakan kemeja dengan motif
selain batik dan celana jeans. Hal ini
membuktikan ~ bahwa  kesadaran
pegawai untuk berpakaian sesuai yang
ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri
masih kurang.

Berdasarkan fenomena-
fenomena yang terjadi  banyak
ditemukan  pelanggaran _~tersebut
penulis ingin Mmenuangkan
permasalahan disiplin pegawal negeri
ini kedalam bentuk penelitian yang
berjudul “Disiplin Kerja' Pegawai
Negeri Sipil Pada 'Badan Lingkungan
Hidup./Daerah « Provinsi Kalimantan
Barat.”

2., RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan pada latar belakang
tersebut div atas dan banyaknya
pamasalghan yang ada mengenai
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil,
maka ~permasalahannya  penulis
rumuskan sebagai berikut “Mengapa
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
Golongan Il dan Golongan Il i
Badan, Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kalimantan Barat rendah?.”
3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan-disiplin
kerja dan ‘mengetahui [ faktor-faktor
yang  mempengaruhi kurangnya
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di
Badan Lingkungan “Hidup.. Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.
4. MANFAAT PENELITIAN

a Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa

memberikan  kontribusi bagi

khazanah  ilmu  pengetahuan

khususnya di  bidang ilmu

pemerintahan  sehingga  dapat
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membantu memperkaya konsep
serta teori dalam mempelgjari ilmu
pemerintahan dan bisa menjadi
referensi bagi kalangan akademisi
dan peneliti lainya yang sekiranya
akan melakukan penelitian yang
berhubungan dengan penelitian ini.
b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa
memberikan kontribusi bagi Badan
Lingkungan Hidup Daerah
Provins: Kaimantan Barat dalam
hal disiplin kerjaPegawai Negeri
Sipil dan’ bisa menjadi solus
pemecahan’ _masalah “mengenai
disiplin kerja yang dilaksanakan di
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
sehingga kedepannya-disiplin kerja
Pegawai Negeri Sipil di Badan
Lingkungan Hidup Daeriah
Provins Kalimantan -Barat hisa
dilaksanakan dengan baik.

. KERANGKA TEORI DAN

METODOLOGI
1. KERANGKA TEORI

Dalam membahas disiplin kerja
Pegawai Negeri Sipil inij peneliti
menggunakan teori disiplin kerja
Pegawai—Negeri  Sipil  yang
dikemukakan olehLateiner dan
Levine " (1980:72)yang digabung
dengan teori yang dikemukakan
oleh Saydam (1996:202), namun
karena keterbatasan pendliti dan
keterbatasan masalah yang ada
maka peneliti menggunakan tiga
teori Lateiner dan Levine danlima
teori Saydam antara lain kepatuhan
terhadap jam-jam kerja, kepatuhan
terhadap instruksi dari atasan serta
pada peraturan dan tata tertib yang
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berlaku, berpakaian yang baik pada
tempat kerja dan menggunakan
tanda pengenal instansi, ada
tidaknya keteladanan pimpinan,
besar kecilnya pemberian
kompensasi, keberanian pimpinan
dalam mengambil tindakan, ada
tidaknya pengawasan pimpinan
dan ada tidaknya perhatian kepada
karyavan  dimana tolok-ukur
tersebut akan dijadikan acuan
daam membahas disiplin. kerja
Pegawai Negeri Sipil 'di. Badan
Lingkungan Hidup Dagerah
Provins Kalimantan Barat.
2. METODERENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan
jenis pendlitian deskriptif ‘dengan
pendekatan kualitatif.Penelitian
dilakukan dengan langkah-langkah
penelitian  seperti penelitian
kepustakaan untuk memperoleh
teori-teori sebagai landasan dalam
penelitian dan penelitian lapangan
untuk memperoleh data secara
langsung.Lokasi  penelitian ini
adalah Badan Lingkungan Hidup
Dagrah Provinsi Kalimatan Barat.
Subjek penelitian adadlah lima
orang.pegawa Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dari unsur pimpinan. dan
atasan langsung dan dua orang
pegawai yang melanggar disiplin
kerja dan satu orang-pegawai yang
melaksanakan  disiplin kerja
dengan baik. Pembatasan masalah
daam penelitian ini adalah pada
disiplin kerja yang dilakukan oleh
pegawai golongan Il dan golongan
1l karena Dberdasarkan surat
teguran dari Badan Kepegawaian
Daerah, pegawa yang terkena
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sanksi merupakan pegawai
golongan Il dan golongan III.
Adapun tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan  disiplin  kerja
Pegawai  Negeri  Sipil dan
mengetahui  faktor-faktor  yang
mempengaruhi  disiplin ~ kerja
Pegawai Negeri Sipil pada Badan
L ingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

C:.'HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. KEPATUHAN TERHADAP
JAM KERJA

Dalan Kamus Besar "Bahasa
Indonesia (Pranoto;” 2007), patuh
adalah. suka menurut” perintah, taet
pada; perintah, sedangkan kepatuhan
adalah perilaku sesuair aturan dan
berdisiplin.Dalam  usaha..amencapai
tujuan nasional diperlukan adanya
Pegawai Negeri Sipil yang penuh
kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi
Pegawai Negeri Sipil dalam
menjaankan tugasnya sehari-hari telah
diatur mengenai jam kerja.

Berdasarkan hasil wawangara dan
observas peneliti bahwa sepertinya
orang-orang-Yyang sering i melanggar
aturan disiplin ini tidak ‘bertanggung
jawab terhadap kewajibannya sebagai
Pegawai Negeri Sipil: Pegawai yang
sering melanggar ketentuan jam kerja
kantor ini berdasarkan surat teguran
dari Badan Kepegawaian Daerah
Provins Kalimantan Barat umumnya
adalah sebagai Para pegawai staff yang
tidak memiliki suatu jabatan, Pegawal
pada golongan Il dan golongan IlI,
Pegawai yang berpendidikan D3
kebawah
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2. Kepatuhan Terhadap Instruksi
Dari Atasan Serta Pada
Prosedur Kerja yang Telah
Ditetapkan
Pegawai Negeri Sipil  wajib

menjalankan tugas atau instruksi yang

diberikan oleh atasannya.Penilaian
terhadap keberhasilan dari tugas-tugas
pegawai ditentukan oleh atasan.Salah
satu ukuran dari keberhasilan-pegawai
dalam menyelesaikan tligas adalah
kepuasan atasannyaDalam hal ini,
apabila atasan ;merasa puas terhadap
hasil kerja pegawai,ymaka pegawai
tersebut telah melaksanakan pekerjaan
sesual instruksi «dari- atasan.Sebaliknya
apabila atasan merasa kurang puas
terhadap hasil“pekerjaan pegawainya,
maka hal “ini’ berarti pegawai " yang
bersangkutan kurang berhasil dalam
menjalankan tugas yang diberikan
sebagal tanggung jawabnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara

dapat dijelaskan bahwa belum
ditemukan adanya Pegawai Negeri
Sipil'ipada Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provins Kalimantan Barat
yang melaksanakan pekerjaan_ tidak
sesuai dengan prosedur yang berlaku,
semua pegawa sudah melaksanakan
tugasnya sesuai denganketentuan dan
prosedur yang berlaku. Dalam_hal ini
dapat dikatakan bahwa dilihat dari
indikator ini ‘para pegawa sudah
memiliki tingkat disiplinyang.tinggi.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan
Pakaian Kerja

Setiap instans  pemerintahan
telah ditetapkan mengena peraturan
pakaian kerja bagi Pegawai Negeri

Sipil.Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kaimantan Barat  menggunakan

ketentuan hari penggunaan pakaian
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kerja pegawal sebagaimana diatur
dalam Pasa 29 Peraturan Gubernur
No.: 12 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara
dan  observasi, dapat pendliti
mengetahui  bahwa mereka yang
menggunakan pakaian biasa bukan
bermaksud untuk melanggar peraturan
tentang pakaian kerja akan tetapi untuk
memudahkan mobilitas mereka dalam
melaksanakan., dinas luar. Dengan
demikian dapat™. dikatakan bahwa
dilihat dari indikator«cara berpakaian
ini sebagian, besar Pegawa Negeri
Sipil pada Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kaimantan Barat " sudah
memiliki  disiplin *tinggi, namun
sebaliknya Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kalimantan Barat tidak rdisiplin patla
penggunaan atribut kantor,

4. Pemberian Kompensasi

Handoko (2001:156) kompensasi
merupakan segala sesuatu yang
diterima dapat berupa fisk matipun
nonfisk dan harus dihitung' dan
diberikan kepada seseorang ' yang
umumnya merupakan obyek' yang
dikecualikan dari pajak pendapatan.
Menurut Kamus Besar ! Bahasa
Indonesia, kompensasi adalah imbalan
berupa,uang atau bukan' uang yang
diberikan 'kepada karyawan dalam
perusahaan atau _organisasi.Badan
Lingkungan.-Hidup Daerah Provins
Kalimantan Barat juga memberikan
penghargaan kepada pegawai Yyang
melaksanakan disiplin  kerja sesual
peraturan yang berlaku.

Dilihat dari hasil wawancara dapat
dikatakan bahwa kebijakan Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dalam memberikan
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reward dan pusnishment kepada
pegawal cukup memberikan perbedaan
ddam ha tambahan penghasilan
kepada pegawi. Namun demikian
sepertinya reward yang diberikan ini
tidak memberi motivasi bagi beberapa
pegawai yang selau melanggar
disiplin kerja.

5. Ketdladanan Pimpinan Dan

Atasan Langsung

Menurut Kamus Bésar Bahasa
Indonesia, keteladanan merupakan
sesuatu yang patut ditiru ‘atau baik
untuk diconteh. Keteladanan pimpinan
sangat berperan dalam menentukan
kedisiplinan pegawai karena pimpinan
dijadikan teladan dan panutan oleh
para bawahan.”Oleh sebab itu apabila
seorang pemimpin  menginginkan
tegaknya disiplin dalam organisasi,
maka +fa harus lebih  dulu
mempraktekkan disiplin itu sendiri
supaya dapat diikuti dengan baik oleh
parapegawal lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang
peneliti  lakukan, peneliti melihat
bahwa pimpinan Badan Lingkungan
Hidup |Daerah Provinsi Kalimantan
Barat jarang berada ditempat dan
sering kali terlambat masuk -kantor.
Berdasarkan hasil wawancara-pendliti
dengan Sekretaris Badan_kingkungan
Hidup Daerah Provins Kalimantan
Barat, beliau “iberpendapat bahwa
pegawai negeri Sipil=-pada_ Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provins
Kaimantan Barat tidak  dapat
mentel adani pimpinan Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dikarenakan
pimpinan dan bawahan mempunyai
tugas yang berbeda.
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Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa pimpinan dan atasan langsung
sudah cukup memberikan teladan bagi
bawahannya. Menjaankan
keteladanan merupakan cara yang bisa
dilakukan pimpinan dan atasan
langsung dalam memotivas para
pegawa  untuk bekerja dengan
berlandaskan visi. Perilaku
keteladanan pimpinan dan atasan
langsung adalah dengan menunjukkan
kepada para bawahan mengena apa
yang  harus mereka lakukan,
memberikan . .contoh-centoh  dan
terlinat dalamperilaku simbelik yang
memberitahu para bawahan apa yang
diharapkan  dari " mereka, “.dan
memberitahu perilaku  yang layak
untukdilakukan.

6. Sikkap Pimpinan Dan Atasan
Langsung Dalam _Mengambil
Tindakan
Sikap pemimpin dan: atasan

langsung dalam mengambil tindakan
depat kita sama artikan dengan
ketegasan pimpinan dan aasan
langsung. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ketegasan yaitu
keterampilan perilaku yang dikaitkan
dengan, harga diri dalam mengambil
tindakan.atas sesuatu. Bila ada seorang
pegawai, yang melanggar disiplin,
maka perlu’ ada ketegasan pimpinan
untuk mengambil tindakan yang sesuai
dengan _tingkat™ pelanggaran Yyang
dibuatnya. Dengan adanya tindakan
terhadap pelanggar disiplin, sesuai
dengan sanks yang ada maka semua
pegawai akan merasa terlindungi dan
memotivasi diri untuk tidak melakukan
hal yang serupa.

Berdasarkan  hasil  wawancara
peneliti kepada informan, pendliti
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mendapatkan informasi bahwa
beberapa atasan langsung cukup tegas
daam mengambil tindakan bagi
pegawai yang melanggar, sehingga
timbul rasa segan dalam diri masing-
masing pegawai.

Namun demikian pendliti juga
menemukan fakta bahwa masih ada
atasan  langsung yang  belum
melaksanakan sanks disiplin™ sesuai
Peraturan  Pemerintah.~"Nomor 53
Tahun 2010 kepada‘pegawainya yang
melanggar disiplin kerja.

Berdasarkan  hasil " wawancara
diatas dapat dikatakan bahwa ada
beberagpa atasanilangsung yang kurang
tegas dalam mengambil tindakan
kepada pegawai yang melanggar
disiplin kerja dikarenakan "sikap
toleransi terhadap pegawai itu sendiri.
Sebagai ‘seorang pegawal yang terus
diberi tolerans seharusnya pegawai
tersebut sadar akan kesalahannya dan
tidak mengulangi pelanggaran disiplin
lagi.

7. Pengawasan Pimpinan Dan

Atasan Langsung

Berbagai fungsi mang emen
dilaksanakan oleh para ' pimpinan
dadam ‘kangka mencapal - tujuan
organisasi, salah satu nya yaitu fungsi
pengawasan.; Pengawasan:.. memiliki
peran penting'dalam suatu mang emen
yaitu mengusahakan agar apa yang
telah direncanakan “dapat... dicapal
dengan balk. Menurut Handoko
(2001:359) pengawasan adalah proses
untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan
organisas dan mangemen tercapai.
Sedangkan menurut Manulang
(2002:173) pengawasan adalah suatu
proses untuk menerapkan pekerjaan
apa yang sudah dilaksanakan,
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menilainya, dan bila perlu mengoreksi
dengan maksud supaya pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana
semula

Pengawasan sangat diperlukan
karena betatapun baiknya suatu
rencana kerja akan dapat mengalami
kegagalan apabila pemimpin
mengabaikan aktifitas pengawasan.
Hal ini~dapat dipahami karena pada
dasarnya manusia memiliki
kelemahan-kelemahan dalam dirinya,
misalnya ceroboh, malas, kemampuan
yang terbatas dan lain-lain. Dengan
adanya pengawasan maka sedikit
banyak para karyawan akan terbiasa
mel aksanakan disiplin Kerja.

Berdasarkan  hasil , wawancara
diatas dapat dikatakan bahwa atasan
langsung sudah mengawasi
pegawainya sesuai kemampuan beliau,
namun demikian sebagian kecil
pegawai kehilangan sikap: disiplin
kerja saat kurangnya pengawasan dari
atasan langsung.

8. Perhatian Pimpinan Dan Atasan

Langsung

Definis perhatian dalam'kamus
Bahasa Indonesia berarti minat, apa
yang- _ disukai  atau  disenangi.
Sedangkan-dalam buku Ensiklopedia
Pendidikan: ‘adalah respons umum
terhadap” sesuatu yang merangsang
dikarenakan adanya™ bahan-bahan
apersepsi..padaKita. Akibatnya maka
kita menyempitkan kesadaran kita dan
memusatkannya kepada hal-hal yang
telah merangsang kita.

Hasil wawancara yang peneliti
lakukan terhadap Kepala Bidang
Pengendalian dan Konservasi SDA
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provins Kalimantan Barat diperoleh
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infformasi  bahwa dalam setiap ada
kegiatan rapat kerja di Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Kaimantan Barat umumnya yang
memberikan masukan atau gagasan
terhadap pemecahan permasalahan
yang terjadi datangnya dari para
pegaawa unsur pimpinan, dimana
mereka ini umumnya telah memiliki
tingkat disiplin yang tinggi. Sedangkan
pegawai staf pelaksana umumnya
sangat pasif dan.*kurang responsi
terhadap permasal ahan yang terjadi.

Berdasarkan hasils, wawancara di
atas, pimpinan dan=atasan langsung
sudah smemberikan. perhatian kepada
pegawainya - dengan  memanggil
pegawal yang sudah sering melanggar
disiplin “kerja  untuk  ditanyai
masal ahnya“dan mungkin hal tersebut
bisa memecahkan masalah pegawai
tersebut sehingga tercapainya disiplin
kerja pegawa Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

D. SSIMPULAN
1. SIMPULAN
Hasll penelitian  mengena
disiplin kerja Pegawai~Negeri Sipil
pada Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kalimantan Barat yaitu belum
tercapainya disiplin  kerja  yang
maksimal pada beberapa-pegawai. Hal
tersebut dapat dissimpulkan sebagal
berikut :

1. Pada dasarnya sebagian besar
Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi
Kalimantan Barat memiliki
disiplin kerja yang rendah
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mengenai  kepatuhan terhadap
jam Kkerja, terutama pada jam
masuk kantor. Hal ini terlihat
dari rekapitulasi absen
keterlambatan pegawal dan surat
teguran dari Badan Kepegawaian
Daerah Provins  Kalimantan
Barat tahun 2013, namun
semenjak tahun 2014 daftar
pegawa yang sering terlambat
berkurang walaupun masih ada
beberapa pegawai yang masih
sering datang“s terlambat ke
kantor, sistirahat melebihi jam
yang sudah ditentukan dan
pulang mendahul ui.

. Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi
Kalimantan Barat telah memiliki
disiplin kerja yang tinggi dari
indikator disiplin kerja pegawai
pada ketaatan pada_ . instruks
atasan dan peraturan yang
berlaku.

. Sebagian besar Pegawa Negeri

Sipil dilingkungan Badan
Lingkungan  Hidup  Daerah
Provins: Kalimantan Barat tidak
taat dalam indikator berpakaian
pada - tempat kerja  dan
menggunakan tanda pengend
instansi.” Mereka ‘banyak yang
tidek  menggunakan  atribut
kantor.-seperti id card, dengan
alasan rusak dan hilang. Namun
pegawai negeri sipil pada Badan
Lingkungan  Hidup  Daerah
Provinss Kalimantan Barat taat
disiplin dalam indikator
berpakai an pada tempat kerja.

. Pemberian kompensasi  bagi

pegawai yang melaksanakan
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disiplin kerja pegawa negeri
sipil sangat berpengaruh terhadap
disiplin kerja pegawa pada
Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provins  Kalimantan
Barat. Padahal sudah diberikan
sistem reward and pusnishment
berupa perjdanan dinas yang
merupakan kebijakan dari Badan
Lingkungan  Hidup .~"Daerah
Provinsi Kalimantan'Barat.

. Pada dasarnya disiplin _ kerja
pegawai pada Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provins
Kalimantan Barat dipengaruhi
oleh keteladanan pimpinan: dan
atasan langsung yang dirasakan
kurang Karena pimpinan.jarang
berada'di tempat.

. Faktor'sikap pimpinan dan atasan
langsung dalam  mengambil
tindakan sangat berpengaruh
terhadap masing-masing pegawai
karena apabila atasan langsung
tegas dalam mengambil tindakan
bagi yang meanggar maka
mereka tidak akan berani
mengulang pelanggaran___lagi,
namun beberapa atasan langsung
kurang tegas dalam mengambil
tindakan  dikarenakan- rasa
toleransi terhadap pegawai.

. Faktor pengawasan pimpinan dan
atasan langsung sudah dilakukan
dengan bak dan-berpengaruh
positif bagi pegawai, karena
selama pimpinan dan atasan
langsung berada di tempat maka
mereka segan untuk melakukan
pelanggaran disiplin, namun
apabila atasan langsung tidak
berada di tempat mash ada
beberapa pegawai yang nakal

KORNELIA MEILINDA BETSYEBA, NIM. E42010028
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dan memanfaatkan kesempatan
untuk melanggar disiplin waktu
kerja.

8. Faktor perhatian pimpinan dan
atasan langsung mempunyai
pengaruh yang kecil terhadap
disiplin kerja Pegawa Negeri
Sipil  karena mereka yang
melanggar biasanya tidak mau
terbuka terhadap masalah dan
kendalayyang mereka hadapi.

2. SARAN

Berkenaan dengan pembahasan
dan kesimpulan, peneliti=memberikan
beberapa saran = kepada, Badan
Lingkungan Hidup! Daerah Provinsi
Kaimantan Barat untuk
memaksimalkan disiplin kerja Pegawai
Negeri Sipil, saran tersebut antara lain

1. Hendaknya pimpinan Badan
Lingkungan  Hidup™ Daerah
Provinss  Kaimantan: Barat
memberikan pengertian secara
terus-menerus kepada pegawai
bahwa disiplin adalah kewgjiban
setiap Pegawai Negeri Sipil,
bukan suatu tindakan " untuk
mendapatkan hadiah.

2.-Hendaknya pimpinan dan atasan
langsung —~-dapat = memberikan
tdadan. yang bak kepada
pegawai’ agar pegawa bisa
megikuti contoh teladan
pimpinaa‘dan atasan langsung.

3. Hendaknya atasan langsung
seldu melakukan pengawasan
yang lebih intensif terhadap
pegawainya untuk menghindari
pelanggaran disiplin  terus
dilakukan oleh pegawai.

4. Hendaknya atasan langsung lebih
bersikap tegas kepada bawahan
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yang melanggar disiplin secara
obyektif dan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010.

Kepada pegawa yang kurang
disiplin perlu terus dibina dengan
diberikan sanksi sesuai tingkat
pelanggarannya secara intensif
oleh atasan langsung _dan
pimpinan.
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